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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Manusia senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain sesuai dengan 

kodratnya. Hubungan tersebut dapat terjadi karena kekerabatan, lingkungan, dan 

relasi atau rekan kerja. Dalam hubungan antara manusia tersebut bentuk dan 

jenisnya bermacam-macam, baik dalam lapangan sosial maupun dalam lapangan 

bisnis. 

 Dalam lapangan bisnis juga jenis dan bentuknya bermacam-macam, bisa 

dalam bentuk jual beli, perdagangan, dan dalam lapangan keuangan. Artinya 

dalam lapangan bisnis tersebut bisa dalam bentuk jasa keuangan, yakni cara 

pembayaran dan transaksi yang cepat dam mudah tanpa membawa uang cash. 

 Sebagaimana diketahui bahwa saat ini lembaga jasa keuangan tidak saja 

dalam bentuk bank, tetapi juga ada dalam bentuk non bank, yakni lembaga jasa 

keuangan yang dibentuk secara swasta yang lebih mudah dan dengan prosedur 

yang tidak berbelit-belit. 

 Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 

Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), yang juga telah direvisi dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 menyatakan bahwa, Uang 

Elektronik (Electronik Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut: 

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit; 
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b.  Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media; 

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik; 

d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan. 

 Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, uang elektronik yang 

dipergunakan untuk pembayaran transaksi pada berbagai tempat, misalnya untuk 

berbelanja, transfer dan sebagainya. Transaksi yang dilakukan tersebut harus 

sesuai dengan kententuan yang berlaku, dan pihak agen yang menyediakan 

fasilitas transaksi uang elektronik tersebut juga harus memberikan penjelasan 

kepada pelanggan atau konsumen. 

 Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem 

pembayaran yang menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile, 

yang dilaksanakan oleh agen yang bertindak atas nama penerbit, memberikan 

pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan.
1
 

Lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai penyediaan layanan 

keuangan untuk masyarakat.
2
 Definisi yang lain menyatakan bahwa lembaga 

keuangan bukan bank sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang 

luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi.
3
 

Peran lembaga keuangan bukan bank sangat penting dalam rangka memberikan 

                                                 
1
Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang 

Eelektronik (Elektronik Money).  
2
Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.8  

3
Ibid, h.24  
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pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank atau 

disebut juga dengan lembaga keuangan mikro, meliputi lembaga pembiayaan 

(leasing), pegadaian, koperasi, dan asuransi.
4
 

Dunia bisnis saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang senantiasa dapat mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan termasuk dalam melakukan transaksi jual beli dan keuangan, yang 

berbeda dengan lembaga keuangan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu 

berkembangnya transaksi keuangan melalui elektronik atau internet juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan handphon. Pembayaran dengan menggunakan 

uang elektronik bisa untuk membayar kebutuhan jual beli dan layanan 

masyarakat, dengan menggunakan uang elektronik juga bisa untuk berbelanja 

diberbagai tempat, seperti Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Tentunya 

transaksi dengan menggunakan uang elektronik ini juga harus melalui 

kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, artinya kedua belah pihak sama-

sama setuju dan tidak keberatan menggunakan uang elektronik tersebut. 

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan 

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, 

ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara 

                                                 
4
O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank, (Bogor: Ghalia 

Indonesia), 2004), h.21  
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dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang 

melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.
5
 

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau 

perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk 

membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang 

belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun 

kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, ketetiban umum, dan kesusilaan.
6
 

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi 

semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi 

syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-

pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di 

dalam isi sebuah kontrak. 

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH perdata hanya bersifat 

pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak 

tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang 

bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan 

bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, artinya 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak 

                                                 
5
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h.18  
6
Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2000), h.16  
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memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, 

berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata tersebut. 

Sesungguhnya hukum kontrak atau perjanjian itu merupakan hasil dari 

kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya sama-sama senang dan dapat 

menikmati apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu 

pihak kreditur dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan koridor hukum 

yang telah ditetapkan. 

Dalam Pasal 11A ayat (1) Peraturan BI Nomor 16/8/PBI/2014 

sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan BI No.18/17/PBI/2016 Tentang 

Uang Elektronik menyatakan bahwa, Penyediaan fasilitas dalam uang elektronik 

dapat berupa: 

1. Fasilitas registrasi pemegang. 

2. Pengisian ulang. 

3. Pembayaran tagihan. 

4. Tarik tunai. 

5. Dan fasilitas lainnya. 

Dari beberapa fasilitas yang disediakan dalam uang elektronik tersebut, 

yang dibahas adalah mengenai pembayaran tagihan. Fasilitas uang elektronik 

berbeda dengan lembaga keuangan bank dan non bank lainnya, karena dalam 

dalam penggunaan fasilitas uang elektronik ini tidak ada simpan pinjam. Fasilitas 

penggunaan uang elektronik ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk 

melakukan transaksi pembayaran dan transfer secara cepat dan dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja.  
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 Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap masyarakat yang ingin 

menggunakan fasilitas penggunaan uang elektronik harus terdaftar pada akun 

yang sudah ditentukan. Tentunya hal ini harus ada perlindungan hukum terhadap 

masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Terutama ketika terjadi masalah 

dalam pendaftaran dan aplikasi dalam pembayaran tagihan dan sebagainya, seperti 

kesalahan dalam pengiriman aplikasi, kesalahan dalam transfer dan sebagainya. 

 Di samping itu juga terjadi of line ketika mau melakukan transfer, hal ini 

juga dapat merugikan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. demikian 

juga halnya dengan biaya yang dikenakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

transaksi yang dilakukan melalui bank. Hal ini jelas harus dilakukan perlindungan 

terhadap masyarakat. 

 Kemudian juga apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan fasilitas uang 

elektronik tersebut, sehingga bisa merugikan masyarakat pengguna fasilitas uang 

elektronik, kemana masyarakat harus mengadukan atau melaporkan hal tersebut. 

Hal ini merupakan permasalahan yang harus dibahas lebih lanjut dalam suatu 

penelitian, dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PENGGUNAAN JASA PEMBAYARAN DAN TRANSFER DANA 

ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 18/17/PBI/2016 TENTANG UANG ELEKTRONIK 

(ELECTRONIK MONEY)”.  

 

B. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi pada hal-hal yang 

berhubungan dengan transksi keuangan melalui jasa internet dengan 
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menggunakan elektronik atau handpon, tinjauan hukum dan perlindungan 

terhadap masyarakat yang menggunakan jasa internet dalam melakukan 

pembayaran dan transfer uang oleh lembaga selain bank. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penggunaan jasa pembayaran dan 

transfer melalui fasilitas elektronik (electronic money) di Alfamart 

Garuda? 

2. Bagaimana perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa 

pembayaran dan transfer melalui fasilitas elektronik (electronic money) di 

Alfamart Garuda? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah:  

a) Untuk mengetahui dan mendapat gambaran tentang tinjauan yuridis 

terhadap penggunaan jasa pembayaran dan transfer melalui fasilitas 

elektronik (electronic money) di Alfamart Garuda.  

b) Untuk mengetahui perlindungan masyarakat yang menggunakan jasa 

pembayaran dan transfer melalui fasilitas elektronik (electronic 

money) di Alfamart Garuda. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan yang hendak penulis peroleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum bisnis 

terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan melalui 

internet. 

b) Untuk dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pembaca, dan 

sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian dan keperluan akademik lainnya. 

c) Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yaitu Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E.  Metode Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 

penelitian hukum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan melalui fasilitas elektronik atau 

internet. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif 

beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan 
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pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat 

untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
7
 

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 

menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang transaksi keuangan 

melalui lembaga selain bank, yakni dengan menggunakan fasilitas elektronik 

atau internet.  

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan 

penelitian ini pada Alfamart, yang terletak dijalan Garuda Pekanbaru. Adapun 

alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada 

masyarkat yang menggunakan jasa pembayaran elektronik di Alfamart Garuda 

yang mengalami kerugian karena kesalahan sistem atau kesalahan memasuki 

data identitas dan sebagainya yang menyebabkan masyarakat mengalami 

kerugian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Alfamart dan masyarakat 

pengguna jasa pembayaran elektronik. Sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah penggunaan jasa pembayaran elektronik.  

4. Jenis data 

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan 

diuji kebenarannya.
8
 Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung 

                                                 
7
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

h.74  
8
Gorys Keraf, Komposisi, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160  
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dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).
9
 Dalam 

penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi 

tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
10

 Sehubungan 

dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip 

dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, 

benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.
11

 

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

ada.
12

 Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Alfamart Garuda 

sebanyak 2 orang, dan pengguna jasa pembayaran elektronik sebanayak 5 

orang yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa pembayaran 

                                                 
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11  

10
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33  
11

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2007), h.118  
12

Ibid, h.119  
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elektronik. Oleh karena populasi  relatif kecil, maka penulis menggambil 

keseluruhan populasi menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode total 

sampling. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase Keterangan 

1 
Karyawan 

Alfamart  
2 2 100% Total Sampling 

2 

Pengguna jasa 

pembayaran 

elektronik 

5 5 100% Total Sampling 

 JUMLAH 7 7 100% Total Sapling 

Sumber: Data lapangan, 2018 

6. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.
13

 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek 

maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu 

karyawan Alfamart dan pengguna jasa pembayaran elektronik yang 

mengalami kerugian. 

                                                 
13

Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), h.106  
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3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
14

 

7. Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis 

mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan 

dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan 

pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan 

membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para 

ahli. 

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini 

adalah berpedoman kepada cara deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal 

yang umum kepada hal-hal yang khusus. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

 yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

  

                                                 
14

Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011), h.53  



 

 

 

 

13 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN,  

 Yang berisi pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, dan 

asas-asa perjanjian.  

BAB III   TINJAUAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK, 

Yang berisi pengertian lembaga keuangan non bank, dan transaksi 

keuangan melalui internet. 

BAB IV  BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,  

 Yakni mengenai Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penggunaan 

jasa pembayaran dan transfer melalui fasilitas elektronik (electronic 

money), dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan 

jasa pembayaran dan transfer melalui fasilitas elektronik (electronic 

money). 

BAB V  PENUTUP  

 Yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 


